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ABSTRAK 

Harga makanan pada pedagang kakilima yang relatif murah membuat 

banyak konsumen tertarik untuk membeli. Akan tetapi tidak semua pedagang 

berlaku jujur. Banyak pedagang tega melakukan kecurangan serta 

memanfaatkan konsumen demi mengejar keuntungan semata. Kecurangan 

yang biasa dilakukan oleh pedagang kakilima nakal yaitu memberi harga 

tinggi diluar harga wajar kepada konsumen, atau istilah yang sering kita 

dengar yaitu “nuthuk harga”. Hal ini menimbulkan keresahan bagi konsumen 

karena seringkali merasa dirugikan atas hal tersebut konsumen harus 

membayar harga jauh lebih mahal diatas standar harga rata-rata dan para 

pedagang jujur yang meras dirugikan mendapat imbas dari perbuatan 

pedagang nakal sehingga tidak mendapat kepercayaan dari konsumen. Untuk 

mensikapi hal ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan instansi terkait 

telah membuat peraturan yang mengatur tentang kesanggupan dan kewajiban 

pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk memasang daftar harga dan 

melampirkan Sertifikat Laik Sehat bagi pedagang kaki lima. Peraturan 

tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 

tentang penataan pedagang kakilima, petunjuk pelaksanaan ada dalam 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009. 

Pada kenyataannya, masih ditemukan keluhan dari konsumen tentang 

harga makanan pada pedagang kakilima dan masih ada pedagang kakilima 

yang belum mematuhi syarat mendirikan izin usaha seperti yang tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002. Bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang implementasi dan pelaksanaan peraturan 

tersebut? 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan 

menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis data-data yang bersifat 

umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus serta menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang data-datanya 

langsung bersumber dari lapangan, dengan menggunakan tekhnik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

diperlukan. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 intervensi 

pemerintah memberikan peraturan kepada masyarakat dimaksudkan untuk 

menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, 

harga diri dan harta sehingga telah sesuai dengan tujuan hukum Islam. 

Peraturan tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena masih ditemukan 

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima. 
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MOTTO 

 

 

YOU CAN, WHEN YOU ARE SURE YOU CAN... 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا
 

 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 
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 م
 ن
 و
 هـ
 ء
 ي

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 متعّد دة
 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة
 عهة

ditulis 

ditulis 

H{ikmah 

‘illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karāmah al-auliyā كرامة الأونيبء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 

 ditulis Zakāh al-fiṭri زكبة انفطر
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D. Vokal pendek  
 

___ 

 فعم
___ 

 ذكر
___ 

 يرهب

fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

 
E. Vokal panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جبههية
fathah + ya’ mati 

 تىسى
kasrah + ya’ mati 

 كـريم
dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūd} 

 

 
F. Vokal rangkap  
 

1 

 

2 

Fathah + ya’ mati 

 بيىكم
fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأوتم
 أعدت

 نئه شكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 
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Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقرآن

 انقيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسمآء
 انشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penulisannya. 

 

 ذوي انفروض
 أهم انسىة

ditulis 

ditulis 

Żawī al-furūd} 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan ekonomi yang semakin hari semakin sulit, mendorong 

masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Masyarakat tidak bisa lagi mengantungkan seluruh harapannya kepada 

pemerintah guna memiliki kehidupan yang layak secara ekonomi. Semakin 

sempitnya lapangan kerja juga mempengaruhi masyarakat untuk berpikir lebih 

kreatif guna menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menyebabkan banyaknya 

masyarakat yang mencari solusi hidup dengan membuka lapangan kerja sendiri 

dengan mendirikan tenda-tenda yang dipasang dipinggir jalan maupun trotoar, 

yang dikenal dengan istilah pedagang ‚kakilima‛. 

Solusi ini memberikan dampak positif dalam mengurangi angka 

pengangguran dan pergerakan ekonomi. Hal ini juga terjadi di Yogyakarta, 

Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar tetapi juga kota budaya. 

Sebutan kota budaya yang juga kota wisata membuat sebagian besar penduduk 

asli Yogyakarta maupun pendatang memilih berprofesi sebagai pedagang.  

Pedagang kakilima tumbuh subur di kota Yogyakarta, bahkan sudah 

menjadi ciri khas kota Yogyakarta. Salah satu jenis pedagang kakilima yang 
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menjadi ciri khas Kota Yogyakarta karena keunikannya adalah pedagang kuliner 

atau makanan. Keunikannya yaitu konsumen atau pembeli duduk secara lesehan 

tanpa kursi. 

Harga makanan pada pedagang kakilima yang relatif murah membuat 

banyak konsumen tertarik. Akan tetapi tidak semua pedagang berlaku jujur. 

Banyak pedagang tega melakukan kecurangan serta memanfaatkan konsumen 

demi mengejar keuntungan semata. Kecurangan yang biasa dilakukan oleh 

pedagang kakilima nakal yaitu memberi harga tinggi diluar harga wajar kepada 

konsumen, atau istilah yang sering kita dengar yaitu ‚nuthuk harga‛. Hal ini 

menimbulkan keresahan bagi konsumen dan para pedagang jujur karena mereka 

merasa dirugikan. 

Untuk mensikapi hal ini Pemerintah Yogyakarta dan instansi terkait telah 

membuat peraturan yang mengatur tentang kesanggupan dan kewajiban 

pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk memasang daftar harga dan 

melampirkan Sertifikat Laik Sehat bagi pedagang kaki lima. Peraturan tersebut 

yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang 

penataan pedagang kakilima serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 

Tahun 2009 perubahan peraturan walikota Yogyakarta nomor 45 tahun 2007 

tentang petunjuk pelaksanaan. 
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Pemerintah Yogyakarta memang telah membuat peraturan khusus 

tentang pedagang kakilima, namun demikian masih saja ditemui pedagang yang 

tidak mematuhi peraturan tersebut. Seperti yang terjadi dikawasan pariwisata di 

Yogyakarta. Banyak pedagang di kawasan itu yang belum memasang daftar 

harga makanan dan sertifikat laik sehat yang masih berlaku dari BBPOM yaitu 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 

Sebagian besar konsumen yang merupakan pihak yang sering kali 

dirugikan dalam hal ini seringkali belum mengetahui Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, dimana 

tata pelaksanaan peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 dimana pada pasal 11 disebutkan tentang tata 

cara mendapat izin usaha untuk pedagang kakilima.  

Pada poin ke 9 dan 10 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk 

mendapat izin usaha pada pedagang kakilima adalah pernyataan untuk 

memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum serta melampirkan 

sertifikat laik sehat yang masih belaku.
1
 Namun karena ketidaktahuan tersebut, 

konsumen tidak pernah mengadu kepada pihak berwenang ketika mereka 

dirugikan.  

                                                           
1
 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009. 
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Dalam peraturan daerah ini terdapat dua peranan yang sangat penting, 

yaitu disatu sisi merupakan bentuk perlindungan konsumen pedagang kakilima di 

Kota Yogyakarta, dan sisi lain merupakan dasar hukum yang kuat bagi 

pemerintah kota untuk melakukan fasilitasi atau pembinaan, pengaturan dan 

penertiban pedagang kaki lima. 

Adanya campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian 

dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan 

individu dan masyarakat serta menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat. Campur tangan di sini termasuk pengaturan 

lapangan pekerjaan bagi warganya. Adanya peran pemerintah terhadap suatu 

kebijakan ekonomi pada intinya adalah untuk penertiban kegiatan ekonomi 

menuju tercapainya keadilan sosial.
2
 

Tugas pemerintah menurut Islam sangat positif, luas dan fleksibel, 

meliputi seluruh aktifitas dan tindakan yang di antaranya dapat menghilangkan 

kemudharatan, menegakan keadilan diantara manusia. Ada beberapa dalil yang 

diungkapkan Yusuf Qardawi tentang kewajiban pemerintah: 

1. Bahwa tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang tergambarkan 

dalam tanggung jawab imam (pemimpin atau penguasa) dalam Islam 

                                                           
2
 Ahmad Azhar Basyir, Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana 1992), 

hlm. 67. 
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merupakan tanggung jawab yang mutlak, tanpa terikat oleh suatu 

apapun. 

2. Bahwa menegakan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan 

salah satu tujuan luhur dalam Islam. Karena keadilanlah langit dan 

bumi ditegakan, dan untuk keadilan pula Allah mengutus para Rosul 

dan menurunkan Kitab Suci-Nya. 

3. Syariat Islam berusaha mencegah kemudharatan yang akan terjadi 

pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan 

mudlarat terhadap orang lain, bahkan berusaha menghilangkan 

kemudharatan yang akan terjadi. 

4. Bahwa siyasa>h Syar’iah dalam fiqih Islam merupakan pintu yang luas 

bagi pemerintah Islam. Maka dari itu, pemerintah Islam dapat 

masuk.
3
 

Melihat realita dan kondisi diatas penyusun tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang sejauh mana implementasi prinsip-prinsip hukum Islam 

khususnya fiqh muamalat dalam  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 

Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, dimana peraturan ini 

memberikan aturan yang mengatur dan melindungi pedagang kakilima serta 

konsumen pedagang kakilima di Yogyakarta. Implementasi dalam skripsi ini 

                                                           
3
 Yusuf Qardawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, terj As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996), I: 732.  
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bearti pelaksanaan atau penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 

Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima 

B. Pokok Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat 

dirumuskan beberapa pokok kajian yang selanjutnya akan dikaji secara lebih 

mendalam, yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan izin usaha 

pada pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima? 

2. Bagaimana implementasi tata cara ijin usaha pedagang kakilima pada 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang 

penataan pedagang kakilima? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang 

kakilima. 

b. Untuk mengetahui isi dan kandungan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang 

kakilima. 
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c. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang 

kakilima. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan 

kontruktif bagi khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang 

muamalat dan perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan tata cara 

untuk mendapatkan izin usaha bagi pedagang kakilima. 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh yang penyusun ketahui, ada beberapa pembahasan yang secara 

mendalam tentang peraturan perizinan usaha bagi pedagang kakilima dalam 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002. Namun demikian ada 

beberapa pembahasan yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang lainnya, 

yaitu pada penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan kepada implementasi 

perda itu sendiri. Adapun beberapa literatur yang penulis gunakan, antara lain: 

Miftahul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Perda Kota Yogyakarta No 26  Tahun 2002 Tentang Penataan 

Pedagang Kakilima di Kota Yogyakarta‛. Skripsi ini mengkaji tentang Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijaksanaan 
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penataan pedagang Kakilima di Kota Yogyakarta dalam Perda Kota Yogyakarta 

No 26 Tahun 2002 menurut tinjauan hukum Islam).
4
 

Nur Fitria, dalam skripsinya yang berjudul ‚Respon Pedagang Klithikan 

Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kakilima (Studi Relokasi 

Pasar Klitikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)‛. Dalam skripsi ini dijelaskan 

tentang respon para pedagang kakilima tentang pemindahan tempat usaha 

dagangannya.
5
 

Skripsi berikunya adalah ‚Respon Pedagang Kakilima Terhadap 

Kebijaksanaan Relokasi (Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu Yogyakarta)‛ 

karya Mamba’ul Ulum. Sripsi ini mengkaji tentang bagaimana respon pada 

pedagang kakilima terhadap kebijakaan relokasi tempat berdagang baru yang 

disediakan oleh pemerintah.
6
 

Ahmad Fauzan Nikmatullah dalam skripsinya yang berjudul ‚Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen Nomer 

                                                           
4
Miftahul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No 26  Tahun 

2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima di Kota Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001). 

5
 Nur Fitria, “Respon Pedagang Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan 

Pedagang Kakilima (Studi Relokasi Pasar Klitikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)”, Skripsi 

(Yogyakarta: Fakultas SoshumUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).  

6
 Mamba’ul Ulum, “Respon Pedagang Kakilima Terhadap Kebijaksanaan Relokasi (Studi 

Kasus di Paguyuban PKL Demantu Yogyakarta)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2010).  
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8 Tahun 1999‛  yang berisi tentang perlindungan konsumen pada makanan 

kaleng.
7
 

Dari penelusuran karya ilmiah di atas belum pernah ada penulis 

menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang tata cara izin 

usaha pada pedagang kakilima menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

nomor 26 Tahun 2002. Dalam penelitian ini lebih terkonsentrasi terhadap 

implementasi peraturan tersebut ditinjau dari hukum Islam. 

E. Kerangka Teori 

Islam membagi tata hubungan dalam dua garis rentang, yakni h}ablun min 

Allah (‘ibadah) dan h}ablun minan nas (muamalat) yang masing-masing lengkap 

dengan operasionalnya. Oleh karena itu, tujuan akhir dari setiap perundang-

undangan hukum dalam syar’iah muamalat ialah terwujudnya kemaslahatan 

manusia.
8
 Maka setiap perkara hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah terkandung 

kemaslahatan yang hakiki di dalamnya. Kemaslahatan itu bersifat umum bukan 

khusus untuk suatu kelompok atau golongan tertentu. 

Pengertian muamalat dalam skripsi ini adalah bagian fiqh yang 

membahas hubungan antara manusia (pemerintah) dengan manusia lainnya 

(pedagang kakilima) yang bersifat duniawi yang berbentuk suatu akad perjanjian 

                                                           
7
 Ahmad Fauzan Nikmatullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 4 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, ). 

8
 Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 20. 
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yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 

adalah menyangkut pergulan yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama 

khususnya prinsip-prinsip muamalat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu 

prinsip-prinsip muamalat sangat penting untuk diaplikasikan dalam setiap akad 

yang menyangkut hajat hidup manusia. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip muamalat adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada dasarnya muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh 

Al-Qur’an dan Sunnah, artinya bahwa hukum Islam memberikan 

kesempatan luas bagi perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. 

2. Muamalat itu didasarkan atas suka sama suka, tanpa paksaan. 

Artinya, prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-

pihak bersangkutan selalu diperhatikan karena pelanggaran terhadap 

kebebasan kehendak tidak dibenarkan sebagai suatu bentuk muamalat 

dalam Islam. 

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan madlarat dalam hidup masyarakat. Artinya bahwa 

apabila ada bentuk Muamalat dalam bentuk perjanjian maupun 

pengaturan tidak mendatangkan manfaat tetapi malah mendatangkan 

madharat dan merusak kehidupan masyarakat, hali itu tidak 

dibenarkan dalam Islam. Dalam kaitannya dengan inti dari maqa>si}d 
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asy-syari>’yah adalah untuk kepentingan kemaslahatan manusia 

didunia dan akhirat sehingga Al-Qur’an dalam penetapan pokok dan 

dasar hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan manusia dan 

menolak kerusakan dari manusia. 

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 

menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan.
9 

Keadilan merupakan prinsip yang utama sehingga dalam Al-Qura’an 

menyerukan agar manusia mengikuti prinsip ini dalam seluruh aspek kehidupan. 

Walaupun keadilan menyentuh setiap individu namun yang paling diutamakan 

adalah akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial.
10

 Hal ini berdasarkan 

firman Allah SWT: 

ه الفحساء والمنكر والبغً ٌعظكم ع وٌنهى ىل والإحسان وإٌتائ ذي القرببا لعدٌأمر  ان الله 

لعلكم تركرون  
11

                                                                                                        

Pengertian keadilan secara umum yaitu meletakan suatu perkara (benda) 

pada tempat yang sebenarnya. Sebaliknya, kezaliman adalah meletakan suatu 

perkara pada tempat yang bukan sebenarnya. 

                                                           
9
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Mu’amalah, hlm. 17. 

10
 Muhammad Nejtuilah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, ab. Anas Sidiq (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1996), hlm.40. 

11
 An-Nahl (16): 90. 
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Untuk aspek yang berkenaan dengan isu ekonomi, ketika menguraikan 

keadilan dalam Islam, menyebutkan bahwa keadilan harus merupakan suatu 

bentuk keseimbangan dan perbandingan yang direalisasikan diantara orang-orang 

yang mempunyai hak dan hak seseorang hendaklah diserahkan dan diberikan 

dengan seksama.
12

 Dengan demikian, apa yang ditentukan Allah mengenai 

prinsip keadilan bukanlah kesamaan hak semata akan tetapi perbandingan dan 

keseimbangan dalam hak tersebut. 

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah 

pedagang kakilima (PKL), karena pedagang kakilima dkategorikan sebsgai jenis 

pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan 

yang yang kurang teratur. Istilah pedagang kakilima sendiri mengarah pada 

konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, 

atau di muka-muka toko yang dianggap strategis serta sekelompok pedagang 

yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil.
13

 

Undang-Undang mengatur kepentingan penjual atau pelaku usaha dengan 

konsumen, antara lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menetapkan hak  dan kewajiban konsumen, yaitu: 

 

 

                                                           
12

 Muhammad Nejtuilah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, ab. Anas Sidiq (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1996), hlm. 45. 

13
 http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima diakses tgl 9 April 2012 jam 16.00 wib. 
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1. Hak konsumen 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang 

dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan barang dan/ jasa. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/ atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ 

jasa yang digunakan. 

e. Hak untuk mendapat advokasi pelindungan konsumen secara 

patut. 

f. Hak untuk mendapatkan pembinanan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapat konpensasi, ganti rugi dan / atau 

penggantian, apabila barang dan / jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 
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2. Kewajiban Konsumen  

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan. 

b. Beritikad  baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / 

atau jasa. 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Untuk menyeimbangkan maka dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen juga diatur tentang hak dan kewajiban pelaku 

usaha, yaitu: 

1. Hak Pelaku Usaha: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang 

diperdagangkan. 

b. Hak untuk mendapatkan perlidungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

2. Kewajiban Pelaku Usaha 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan 

penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif.. 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ 

atau jasa yang berlaku. 

e. Memberi kesepakatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau 

diperdagangkan.  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 

tidak sesuai dengan perjanjian. 
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Penjelasan: 

Huruf c  

Artinya, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen 

dalam memberikan pelayanan dan membeda-bedakan mutu pelayanan 

kepada konsumen 

Huruf e 

‚Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah 

barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan 

atau kerugian.‛
14

 

Peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah bukan hanya semata-

mata suatu aturan yang dibuat atas kewenangan pemerintah sepenuhnya untuk 

mengatur masyarakat yang ada di dalam kekuasaannya. Suatu atauran atau 

hukum bisa terselenggara dengan baik jika peraturan tersebut telah mencangkup 

semua aspek yang diperlukan untuk menjadi peraturan yang baik yang 

dipandang dari sisi pemerintah dan masyarakat. 

Menurut Satjipto Rahardjosuatu aturan yang baik jika di dalamnya telah 

mencangkup: 

 

                                                           
14

 Dr. Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. Ke 1 (Bandung:Nusa 

Media, 2008 ). Hlm.7. 
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1. Undang-Undang 

Pada era modern seperti sekarang ini pembuataan undang-undang 

merupakan pekerjaan tersendiri. Dalam pembuatan undang-undang kita 

mengenal istilah legislative drafting yang menjadi ilmu dalam 

perencanaan undang-undang. Namun demikian ilmu pembuatan undang-

undang hanya mencakup tentang prosedur dan format dalam pembuatan 

undang-undang. Pembuatan undang-undang bukanlah kegiatan yang 

steril dan mutlak otonom. Di dalam undang-undang mencangkup hak 

pemerintah dan masyarakat, maka masyarakat juga harus dilibatkan. 

Masyarakat juga mempunyai intervensi dalam pembuatan undang-

undang. Di Indonesia terdapat MPR dan DPR yang berfungsi sebagai 

lembaga perwakilan rakyat. Lembaga tersebut mempunyai peran 

menampung suara dan inspirasi rakyat yang akhirnya dapat 

terimplementasi dalam suatu perundang-undangan.
15

 

2. Penegak hukum 

Penegak hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti 

kehadiran suatu peraturan hukum. Penegak hukum bukanlah suatu proses 

logis semata, namun sarat akan keterlibatan didalamnya. Penegak hukum 

                                                           
15

 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, det. Ke-

I (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 65 
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dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi, 

jaksa dan pejabat pemerintah. Dalam buku Karya Sacipto Rahardjo 

Donald Black mengungkapkan ‚dimensi manusia dalam hukum 

dinamakan keterlibatan hukum, dalam mobilitas hukum inilah manusia 

turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan perjanjian 

diatas kertas‛. Dalam bidang hukum perdata peranan anggota 

masyarakat lebih besar, oleh karenanya munculnya kasus hukum 

sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Cotterell mengunakan istilah 

‚the invocation of law‛ untuk jenis penegakan hukum tersebut.
16

 

3. Kepatuhan Hukum 

Hukum atau peraturan dapat terselenggara dengan baik jika 

masyarakat yang menjadi sasaran hukum patuh terhadap aturan hukum. 

Menurut Unger dan Savigny ‚peraturan hukum modern tidak tumbuh 

dari dalam masyarakat sendiri, melainkan dibuat oleh suatu badan yang 

diadakan khusus untuk membuat hukum‛. Peraturan hukum dengan 

dengan sengaja dibuat oleh suatu badan diluar masyarakat. Dalam 

sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan 

dua variabel, masing-masing hukum dan manusia yang menjadi obyek 

pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, keputusan terhadap 

                                                           
16

 Ibid.,hlm. 85 
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hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan 

juga fungsi manusia yang menjadi sasaran peraturan.
17

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang data-datanya bersumber dari lapangan
18

 yang digali 

secara intensif dan dilakukan pada pedagang kakilima di Kota 

Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada pedagang kakilima di kawasan 

jalan Malioboro, Alun-Alun Selatan dan Pakualaman, asapun lokasi 

tersebut dipilih karena salah satu kawasan wisata yang ada di 

Yogyakarta yang ramai dikunjungi oleh wisatawam dan merupakan salah 

satu basis pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari 

pedagang kakilima di kawasan Malioboro, Pakualaman dan Alun-Alun 

Selatan serta merujuk pada Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 

tentang penataaan pada pedagang kakilima, kemudian dikonsultasikan 

dengan pihak yang berkompeten tentang masalah tersebut lalu 

dideskripsikan dan dianalisis melalui pandangan hukum Islam, sehingga 

dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah. 

                                                           
17

 Ibid., hlm. 135.  

18
 Gorys Keraf, Komposisi, cet. Ke-9, (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis yaitu tidak hanya sekedar 

menyimpulkan dan menyusun data tetapi juga meliputi analisis dan 

interpretasi dari data tersebut,
19

 guna memastikan terlaksana atau 

tidaknya Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang penataan 

pedagang kakilima serta akibat yang mungkin terjadi jika perda tersebut 

dilanggar. 

3. Pendekataan Masalah 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada 

dalil dan sumber hukum Islam sebagai pembenar atau pembanding 

terhadap masalah yang di bahas. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara pengamati dan mencatat secara sitematik gejala-gejala 

yang diselidiki.
20

 Observasi ini dilakukan secara langsung oleh 

                                                           
19

 Lexi Moeloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 

hlm. 161. 

20
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, cet. III, 1986), hlm. 

10. 
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penyusun khususnya pada lokasi pariwisata Alun-Alun Selatan 

Yogyakarta, lokasi pariwisata Malioboro dan Pakualaman. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah langkah untuk mendapat informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada responden.
21

 Dalam hal ini 

penyusun mewawancarai secara langsung kepada 9 pedagang 

kakilima pada 3 lokasi, sehingga pada setiap lokasi akan diambil 3 

responden. Selain itu penyusun juga mewawancari 9 konsumen 

pedagang kakilima pada 3 lokasi berbeda. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan 

dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, internet dan lain sebagainya.
22

 

5. Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah 

analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu 

menganalisis data-data yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian 
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yang khusus,
23

 yaitu berawal dari Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 

2002 tentang penataan pedagang kakilima dimana petunjuk pelaksanaan 

perda tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 

62 Tahun 2009, yang kemudian melihat fenomena di lapangan mengenai 

implementasi peraturan tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

G. Sistemetika Pembahasan 

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu 

pemikiran, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran 

umum penulisan skripsi ini. 

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang konsep jual beli dalam hukum 

Islam yang meliputi pengertian jual beli, syarat syah jual beli, serta jual beli 

dalam maqa>si}d asy-syari>’yah. 

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang pedagang kakilima dalam 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 dan petujuk 

pelaksaannya dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 yang 

                                                           
23

 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Yayasan Pen. Fak. Psikologi UGM, 1990), 

hlm. 42. 



23 
 

meliputi latar belakang peraturan, tujuan peraturan, proses perizinan, lokasi 

pedagang kakilima, serta hak dan kewajiban pada pedagang kakilima. 

Bab keempat tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 

tahun 2002 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan peraturan yang ada pada  

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang intervensi 

pemerintah dalam menetapkan peraturan serta implementasi peraturan tersebut 

menurut hukum Islam.  

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Manusia mempunyai hak yang sangat luas dalam bidang ber muamalat, 

termasuk dalam hal jual beli. Namun bukan berarti mengesampingkan aturan-

aturan dalam Islam tentang tentang muamalat. Aturan Islam tersebut juga 

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Yogyakarta No 26 Tahun 2002 dalam 

masalah penataan pedagang kakilima yang dalam implementasinya diterangkan 

dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2002. Tujuan aturan 

tersebut dibuat antara lain:  

1. Sebagai perlindungan terhadap para konsumen pedagang kakilima dan 

adanya pengakuan terhadap keberadaan pedagang kakilima di 

Yogyakarta. 

2. Merupakan dasar hukum bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk 

melakukan pembinanaa, pengaturan serta penertiban. 

Aturan tersebut telah sesuai dan tidak menyimpang dengan peraturan 

dalam prinsip-prinsip muamalat dan hukum Islam karena didalamnya banyak 

terkadung pesan-pesan pemeliharaan hak individu, kesejahteraan, keadilan, 

kepentingan dan kemaslahat tidak hanya untuk pedagang kakilima, konsumen 

tetapi juga untuk masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya. 
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 Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum bisa diaplikasikan 

secara maksimal. Masih banyak pedagang  yang belum mencantumkan daftar 

harga makanan serta uji kelayakan makanan dari BBPOM yang seharusnya 

menjadi salah satu syarat dalam menjalankan usaha pedagang kakilima di 

Yogyakarta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya, penyuluhan, pengawasan dan 

kesadaraan para pedagang kakilima di kawasan alun-alun selatan dan 

pakualaman untuk selalu jujur dalam hal bermuamalat. 

Menurut hukum Islam adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang 

kakilima tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan agama. 

Walaupun alasannya dikarenakan tuntutan ekonomi dan dalam keadaan yang 

mendesak, hal tersebut tetap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dan 

hukum Islam. 

B. Saran 

1. Pemerintah telah membuat peraturan tentang syarat untuk 

mendirikan izin usaha pada pedagang kakilima untuk itu seharusnya 

Pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi tentang peraturan 

tersebut kepada para pedagang kakilima agar implementasi dari 

peraturan tersebut bisa berjalan di lapangan. 
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2. Pemerintah seharusnya lebih sering melakukan pengawasan terhadap 

pedagang kakilima tentang pelaksanaan peraturan yang telah dibuat 

di lapangan. 

3. Setelah melakukan pengawasan dan ditemukan penyimpangan 

terhadap pelaksanaan peraturan atau kenakalan pedagang yang 

merugikan konsumen maka harus ditindak dengan tegas. 

4. Pedagang kakilima seharusnya lebih transparasi kepada para 

konsumen tentang harga dan kondisi barang dagangannya serta 

hendaknya lebih bijak dalam memberikan harga agar tidak dirasa 

terlalu mahal dan pembeli merasa terpaksa. 

5. Pedagang senantiasa harus menjaga kualitas dagangannya, tidak 

hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. 

6. Para pembeli ataupun konsumen pun diharapkan untuk lebih cerdas, 

pilihlah pedagang kakilima yang sudah mencantumkan harga pada 

menu makananya dan uji kelayakan makanan dari BBPOM serta 

jangan ragu untuk bertanya tentang harga, pembeli juga berhak untuk 

menawar. 

7. Jika merasa dirugikan pembeli atau konsumen wajib melaporkan ke 

pihak terkait sehingga petugas berwenang pun bisa menindak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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Lampiran I: Terjemahan 

TERJEMAHAN 

BAB I 

NO HAL FOOTNOTE TERJEMAH 

1 11 11 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia member 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.  

 

BAB II 

NO HAL FOOTNOTE TERJEMAH 

1 24 2 
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, 

diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. 

2 25 3 
Dan mereka menjual Yu>suf dengan harga yang murah, yaitu 

beberapa dirham saja. 

3 25 4 
Menggantikan harta dengan barang yang lain dengan jalan suka 

sama suka. 

4 25 5 Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

5 26 6 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.  

6 26 8 Jual beli didasari suka sama suka. 

7 35 26 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

Nya dan ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.   

 

BAB IV 

NO HAL FOOTNOTE TERJEMAH 

1 78 2 
Sesungguh nya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan. 

2 78 3 

Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan 

di (muka) bumi. Sesungguhnya Aalah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan.  
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Lampiran III: Daftar Pertanyaan. 

IV 
 

Daftar pertanyaan untuk pedagang: 

1. Sudah berapa lama bapak/ibu mendiri kan usaha disini? 

2. Bagaimana proses perizinannya? 

3. Berapa lama mengurus perizinan? 

4. Apa saja persyaratannya? 

5. Apakah Bapak/ibu tahu tentang perda no 26 tahun 2002 tentang penataan 

pedagang kakilima? 

6. Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah? 

7. Apa saja peraturan yang harus ditepati jika mendirikan tempat usaha disini? 

8. Apa saja sanksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran? 

9. Apakah ada biaya yang harus dibayari jika mendirikan usaha disini? 

10. Jika ada berapa biaya yang harus dibayar? 

Daftar pertanyaan untuk konsumen: 

1. Berapa sering Anda kesini? 

2. Bagaimana menurut Anda tentang harga makanan disini? 

3. Menurut Anda perlukah mencantumkan harga pada menu makanan? 

4. Apakah Anda tahu tentang Perda no 26 tahun 2002 tentang penataan 

pedagang kakilima? 

5. Apakah Anda pernah merasa dirugikan oleh pedagang disini? 

6. Apa yang Anda lakukan saat merasa dirugikan? 
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